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KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGCI

NOMOR : 0 l6iSKtsAN-FT/Akred lp.ilrl}At 4

TENTANG

NILAI DAN PERINGI(AT AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TTNGCI

BADAN AKREDITASI NASTONAI PERGURUAN TiNGGI

Menimbang

Mengingat ; l.

bahwa untuk meaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (l)
Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayuun nrpuU)it<
Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan et<rioitasi
Nasional, tsadan Akreditasi Nasional perguruan Ti"ili
pnlf-PT) telah melakukan akreditasi terhadap Institiii
Perglruan Tinggi yang diusutkan dan telah 

'ditetapkan

hasilnya;

bahwl bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusai Badan Akreditasi
Nasional .Perguruan Tinggi tentang Nilai dan peringkat
Akreditasi Institusi perguruan Tinggil

Unda.ng-undang Nomor 20 Tahun ZO03 tentang Sistern
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2003 Nomor 79, Tambaf,an Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-undang Nomor l2 Tahun 2012 tentang pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Peryrerintah Nomor l9 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional' Perididikan (Lembaran Negara Repubrik indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tamba[an Lernbaran Negara
Republik Indbnesia Nomor aagO;

Peraturan Presiden Repubrik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan ctan Organisasi Kementerian
).icqay Republik InJonesia sebagdimaia telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan peraturan presiden Republik
Indonesia Nomor 9l Tahun 201 l;

t.

4.



5.
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
).legara sertE Susuilan Organisasi, Tugas, dah Fungsi Eselon
I Kementerian Ne 3ara scbagaimana telah diubitr dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 201I tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan presiden Nomor 24 Tahun
?.010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kernenterian Negara;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/p Tahun
2009 mengenai Pembenhrkan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah bebcrapa kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 6llP Tahun 2012:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi
Nasional;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nombr 174/PnA12 tentang Anggota Badan
Rkreditasi Nasional Perguruan Tinggi, tsadin nkreditasi
Nasional Sekolah/lr4adrasah, dan Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2Ot7,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaarr Republik Indonesia Nomor
193/Pn0l2 tentang Perubahan ,Aras Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ll4tplZOl2 renrang
Anggota Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi,
Badan Alaeditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan ,Badan
Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal periode Tahun
70!2 -2017-

Keputusan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nornor 2A7lPn}n tentang Ketua dan Seketaris
Badan Akreditasi Nasisnal Perguruan Tinggi, Badan
Akreditasi Nasional Sekolah/lr4adrasah, dan Badan
Akreditasi Nas.onal Pendidikan Nonformal periode Tahun
2012.-20t7i

Hasil keputusan rapar pleno Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi tanggal l6 Januari 2014

6.

"t.

8.

9.

Memoerhatikan
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